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Abstract— Medical recorders and health information workers are one type of health workers who have the authority to manage electronic 

medical record services in health service facilities in accordance with Minister of Health Regulation Number 24 of 2022 concerning medical 

records. Electronic medical records in their application pose risks in terms of privacy and confidentiality considering that they are 

vulnerable to changes in data, duplication of data, transfer and buying and selling by irresponsible people. In addition, intentional or 

unintentional negligence in managing medical record documents makes this profession very vulnerable to lawsuits and legal sanctions in 

carrying out its authority. Seeing these problems, legal certainty and protection is needed for medical record and health information 

workers in carrying out their professional principles in managing electronic medical record services. This research was carried out to find 

out how legal protection is for medical recording and health information workers in managing electronic medical record services. The 

method in this research is a normative legal method with a statutory approach and a conceptual approach. Based on the results of this 

research, it is known that medical recording and health information workers have legal certainty and protection, both preventive and 

repressive, in accordance with the mandate of the state constitution in the 1945 Constitution and confirmed in Law Number 17 of 2023 

concerning Health and Minister of Health Regulation Number 55 of 2013 concerning the Implementation of Work Medical. As a profession 

that exercises its authority, medical recorders and health information have legal implications if they commit a violation. In this way, medical 

recorders and health information workers have received legal protection and legal implications in maintaining electronic medical records 

as long as they meet professional standards and health service standards. 
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Abstrak— Tenaga perekam medis dan informasi kesehatan adalah salah satu jenis tenaga kesehatan yang mempunyai kewenangan untuk 

mengelola layanan rekam medis elektronik di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang rekam 

medis. Rekam medis elektronik dalam penerapannya memiliki resiko dalam privasi dan kerahasiaan mengingat rentannya akan perubahan 

data, duplikasi data, ditransfer, dan diperjualbelikan oleh orang tidak bertanggung jawab. Selain itu, kelalaian yang disengaja maupun tidak 

disengaja dalam pengelolaan dokumen rekam medis menyebabkan profesi ini menjadi sangat rentan akan tuntutan hukum dan sanksi hukum 

dalam melaksanakan kewenangannya. Melihat permasalahan tersebut, dibutuhkan suatu kepastian dan perlindungan hukum bagi petugas 

perekam medis dan informasi kesehatan dalam menjalankan kaidah keprofesiannya mengelola layanan rekam medis elektronik. Penelitian 

ini dilaksanakan guna mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi tenaga perekam medis dan informasi kesehatan dalam mengelola 

layanan rekam medis elektronik. Metode pada penelitian ini adalah metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue 

approach) serta pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa tenaga perekam medis dan 

informasi kesehatan telah memiliki kepastian dan perlindungan hukum baik bersifat preventif dan represif sesuai dengan amanat konstitusi 

negara dalam UUD 1945 serta dipertegas dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Permenkes Nomor 55 Tahun 2013 

tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis. Sebagai suatu profesi yang menjalankan kewenangannya Perekam Medis dan 

Informasi Kesehatan memiliki implikasi hukum apabila melakukan pelanggaran. Dengan demikian Tenaga Perekam Medis dan Informasi 

Kesehatan telah mendapatkan perlindungan hukum dan implikasi hukum dalam penyelenggaraan rekam medis elektronik selama memenuhi 

standar profesi dan standar pelayanan kesehatan. 

Kata Kunci— Rekam Medis Elektronik, Perlindungan Hukum, Tenaga Informasi Kesehatan 
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I. PENDAHULUAN 

Kesehatan masyarakat merupakan amanat konstitusi negara yang tertuang dalam Pasal 28 huruf h Undang - Undang 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak 

untuk memperoleh kebidupan yang sejahtera lahir batin. Dalam mewujudkan amanat konstitusi negara tersebut diperlukan 

dukungan tenaga kesehatan sebagai komponen utama yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam pembangunan 

kesehatan yang layak untuk masyarakat [1]. Salah satu tenaga kesehatan yang berperan untuk menciptakan keselamatan pasien 

dengan menyajikan riwayat pemeriksaan pasien yang berkualitas adalah profesi perekam medis dan informasi kesehatan [2]. 

Tenaga perekam medis dan informasi kesehatan merupakan sesorang yang memiliki kompetensi dan kewenangan yang  

didasarkan  atas  latar  belakang pendidikannya di bidang rekam medis dan informasi kesehatan (Pasal 1 Peraturan Menteri 

Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis). Pada peraturan tersebut tenaga 

perekam medis dan informasi kesehatan memiliki kewenangan untuk mengamankan, mengelola, dan menjamin serta 

menyediakan rekam medis baik konvensional maupun elektronik pada fasilitas kesehatan. Kewenangan ini diperkuat dalam 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis Pasal 13 Ayat 2 bahwa kegiatan penyelenggaraan 

rekam medis elektronik dilakukan oleh tenaga perekam medis dan informasi kesehatan. Penjelasan tersebut dapat diartikan 

bahwa hanya tenaga kesehatan dengan kompetensi rekam medis yang mempunyai kewenangan untuk mengatur, mengelola, 

dan bertanggung jawab atas pelayanan rekam medis disuatu fasilitas kesehatan. 

Rekam medis elektronik adalah sebuah catatan medis tentang perawatan pasien oleh profesional kesehatan yang 

mencakup informasi mengenai keadaan pasien, riwayat penyakit dan pengobatan yang telah diberikan dengan menggunakan 

teknologi elektronik [3]. Melihat fungsinya sebuah rekam medis memiliki kedudukan dan peranan yang penting dalam proses 

pelayanan di fasilitas kesehatan. Peran rekam medis ini meliputi (1) sebagai media komunikasi antartenaga kesehatan (2) 

sebagai sumber ingatan dan bukti tertulis dari tenaga kesehatan (3) data dan informasi rekam medis dapat digunakan sebagai 

dasar pembiayaan, penelitian dan pendidikan (4) alat perlindungan hukum tenaga kesehatan apabila terjadi tuntutan hukum 

[4]. Informasi yang terkandung dalam rekam medis bersifat rahasia sehingga kewajiban dan kewenangan tenaga perekam 

medis dalam menjaga dan melindungi keamanan serta kerahasiaan dari dokumen rekam medis itu sendiri baik secara 

konvensional maupun elektronik [5]. 

Privasi dan kerahasiaan sebuah infromasi dalam rekam medis merupakan hal yang vital yang wajib untuk dijaga 

keamanannya, serta menjadi sebuah tantangan bagi tenaga perekam medis dan informasi kesehatan dalam pengelolaannya. 

Menjaga kerahasiaan bertujuan untuk membatasi hak akses seseorang terhadap informasi rahasia medis yang hanya dapat 

diungkap oleh individu yang memiliki kewenangan atas informasi tersebut [6]. Dalam penerepannya tingkat privasi dan 

kerahasiaan dokumen rekam medis elektronik masih dipertanyakan. Alasan ini didasari oleh kerentanannya akan perubahan 

data, duplikasi data, ditransfer dan diperjualbelikan oleh orang yang tidak bertanggung jawab [7]. Selain itu pula, 70% 

seseorang merasa cemasan akan jaminan privasi dan kerahasiaan terhadap kebocoran informasi rekam medis miliknya [8]. 

Resiko kebocoran informasi tersebut bisa memberikan implikasi besar kepada profesi perekam medis dan informasi kesehatan 

sebegai pengelola layanan rekam medis elektronik di fasilitas kesehatan. 

Saat ini masih banyak ditemukannya kasus kebocoran data catatan kesehatan pasien. Kasus kebocoran informasi dalam 

catatan elektronik ini terjadi pada tahun 2022 dimana terdapat dugaan bocornya enam juta data medis pasien dari sistem 

kementerian kesehatan. Dokumen yang bocor tersebut merupakan data medis pasien yang terdiri dari data administrasi pasien, 

foto medis, hasil tes laboratorium, data ECG dan radiologi [9]. Kebocoran data ini memunculkan sebuah resiko dimana data 

yang tersebar itu dapat digunakan sebagai senjata untuk memeras fasilitas kesehatan dan merugikan pasien. Selain itu, terdapat 

kasus penyadapan informasi data rekam medis pasien yang dialamai oleh Rumah Sakit Dharmais serta Rumah Sakit Harapan 

Kita pada tahun 2017. Dua rumah sakit ini diserang oleh ransomware (Wannacry) sehingga menyebabkan seluruh data rekam 

medisnya terkunci dan tidak dapat diakses. Selain itu, pelaku tersebut juga melakukan pemerasan kepada pihak rumah sakit 

sehingga mengakibatkan kerugian kepada rumah sakit [10]. Kasus ini menunjukkan bahwa dalam penerapan rekam medis 

elektronik memiliki resiko kegagalan akan keamanan data dan kerahasiaan data kesehatan pasien sehingga implikasi 

kebocoran dan penyalahgunaan data rekam medis tidak dapat dipungkiri lagi. 

Penyalahgunakan informasi medis pasien akan menimbulkan perkara hukum bagi tenaga perekam medis terkait 

kewajibannya atau pertanggungjawaban menjaga infor- masi rekam medis pasien [11]. Hal ini dipertegas pada Pasal 25 Ayat 

2 Permenkes Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis menyatakan jika dokumen rekam medis pasien rusak, dipalsukan, 

kehilangan dan atau digunakan oleh orang atau badan yang tidak berhak maka fasilitas pelayanan kesehatan bertanggung 

jawab atas hal tersebut. Peraturan tersebut menjadi dasar pertanggungjawab hukum bagi profesi perekam medis dan informasi 
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kesehatan dalam kewenangannya yang telah tertuang pada PMK Nomor 55 Tahun 2013. Selain itu, seorang petugas perekam 

medis dan informasi kesehatan wajib juga memastikan pemenuhan kepatuhan dan mitigasi resiko pelanggaran perlindungan 

data pribadi pasien yang termuat pada Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. 

Berdasarkan Pasal 322 KUHP diijelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja membuka rahasia sehubungan 

dengan profesi atau pekerjaannya, baik sekarang maupun dahulu, dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 9 

(sembilan) bulan atau denda sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). Perspektif kebocoran, kehilangan, dan 

kerusakan informasi rekam medis yang disebabkan oleh kelalian atau kesalahan yang dilakukan oleh tenaga rekam medis dan 

informasi kesehatan juga dijelaskan pada Pasal 1366 KUHPerdata dimana setiap orang bertanggungjawab tidak hanya atas 

kerugian yang ia sebabkan, akan tetapi juga atas kerugian yang disebabkan akibat kelalaian atau kesemberonoannya. Serta 

dipertegas kembali dalam UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 46 Ayat 1 dimana pelanggaran 

keamanan yang telah dilakukan seseorang baik disengaja maupun tidak disegaja dapat mengakibatkan adanya kehilangan, 

kerusakan, perubahan, pengungkapan atau akses yang tidak sah terhadap data pribadi yang telah dikirim, disimpan maupun 

yang di proses dapat dikenakan sanksi administratif. Kesalahan atau kelalaian ini dapat menjerat tenaga perekam rekam medis 

dan informasi kesehatan untuk menganti kerugian atas tindakan yang dilakukannya pada fasilitas kesehatan atau pasien [12]. 

Melihat dari tanggungjawab dan resiko pekerjaan tenaga perekam medis dan informasi kesehatan memerlukan suatu 

perlindungan hukum guna memperoleh haknya di depan hukum sesuai dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D Ayat 1 bahwa semua orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian 

hukum yang adil serta kesamaan perlakuan di hadapan hukum. Terdapat beberapa penelitian yang telah mengkaji aspek 

hukum dari penerapan rekam medis di pelayanan kesehatan namun jumlahnya masih terbatas. Perlindungan hukum bagi 

tenaga rekam medis khususnya dalam penerapan rekam medis elektronik menjadi suatu hal yang penting diperhatikan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani dkk yang berjudul “Perlindungan Hukum Perekam Medis Dalam Pelayanan 

Rekam Medis dan Informasi Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan” mendapatkan bahwa adanya kesesuaian antara 

peraturan yang lebih rendah derajatnya dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya. Selain itu, tenaga perekam medis dan 

informasi kesehatan telah memperoleh perlindungan hukum meliputi jaminan pengaturan memperoleh perlindungan hukum, 

jaminan pengaturan kesehatan/ keluarga, jaminan pengatturan imbalan jasa, jaminan pengaturan atas keselamatan dan 

kesehatan kerja, jaminan pengaturan pengembangan profesi dan jaminan pengaturan menolak keinginan penerima pelayanan 

yang bertolak belakang dengan kode etik. Selain itu terdapat penelitian yang dilakukan oleh Febriyani (2022) menjelaskan 

bahwa Tenaga kesehatan maupun dokter mendapatkan perlindungan hukum sesuai pada“Undang- Undang Nomor 36 Tahun 

2009 Tentang kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan 

Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 

2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa kedua artikel 

hanya menggambarkan aspek hukum yang digunakan dalam menjalankan rekam medis termasuk rekam medis elektronik. 

Masih terbatasnya penelitian yang membahas secara mendalam mengenai implikasi atau resiko hukum yang diperoleh oleh 

tenaga perekam medis selama menjalankan tugas dan wewenangnya. Selain itu, perlindungan hukum dalam konteks kelalain 

tenaga kesehatan  hanya  terfokus  pada  tenaga medis belum adanya fokus tehadap tenaga perekam medis dan informasi 

kesehatan dimana dalam tugasnya juga mempunyai tanggungjawab yang besar untuk melindungi dan menjaga kerahasiaan 

rekam medis elektronik pasien. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti tentang perlindungan hukum bagi tenaga 

perekam medis dan informasi kesehatan dalam mengelola rekam medis elektronik dan implikasi hukum yang dapat timbul 

dari pengelolaan tersebut.   

II. METODE 

Metode penelitian ini adalah hukum normatif dengan tujuan untuk menjelaskan masalah yang muncul terfokus pada 

norma hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum yang sejalan guna memahami substansinya sehingga dapat 

mendeskripsikan permasalahan yang timbul mengenai perlindungan hukum tenaga perekam medis dan informasi kesehatan 

dalam mengelola rekam medis elektronik [13]. Penelitian hukum ini didasarkan pada aturan perundang-undangan dari sudut 

pandang hirarki perundang-undangan (vertikal) dan hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal). Dalam hirarki teori 

perundang- undangan, peraturan di tingkat yang lebih tinggi berfungsi sebagai dasar atau landasan bagi peraturan di tingkat 

yang lebih rendah guna menghasilkan harmonisasi peraturan yang bertujuan untuk membentuk unsur peraturan yang terpadu 

[14]. Pendekatan yang   digunakan   yaitu   pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual 

(conseptual approach) guna memberikan interpretasi permasalahan hukum yang diangkat dalam penelitian ini [15]. 
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Dalam penelitian ini menggunakan tiga jenis sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder 

dan bahan hukum lainnya [16]. Yang terdiri atas: 

a. Bahan hukum primer 

Sumber bahan hukum primer yang digunakan dalam proses penelitian ini adalah, sebagai berikut : 

1) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 

2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. 

3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis 

4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Pere- kam Medis. 
 

b.  Bahan hukum sekunder 

Bahan-bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi buku, artikel, konsep, prasa ensiklopedi yang berkaitan 

dengan hukum perlindungan profesi perekam medis dan informasi kesehatan maupun ilmu tentang perlindungan tenaga 

kesehatan. Sumber bahan  hukum  sekunder  digunakan untuk dapat memberikan penjelasan atau petunjuk kepada sumber 

bahan hukum primer. 
 

c. Bahan hukum lainnya 

Bahan hukum lainnya bersumber dari media sosial dan internet yang dapat dipercaya dan berkaitan dengan 

perlindungan hukum tenaga perekam medis dan informasi kesehatan, rekam medis elektronik serta perlindungan tenaga 

kesehatan. Sumber bahan hukum tersier digunakan untuk memberikan penjelasan atau petunjuk kepada sumber bahan 

hukum primer dan sekunder. 

Teknik pengumpulan data dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik studi literatur dan 

dokumen studi dokumen meliputi undang-undang, peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah 

sedangkan studi literatur meliputi buku, jurnal ilmiah dan publikasi lainnya yang berhubungan dengan topik permasalahan 

dalam penelitian ini. Analisis data menggunakan teknik identifikasi secara sistematis, dengan tahapan sebagai berikut : 

1)  Melakukan  klasifikasi  kriteria sesuai dengan topik permasalahan. 

2)  Hasil  klasifikasi  selanjutnya  dilakukan pengorganisasian. 

3) Setelah dilakukan pengorganisasian selanjutnya dilakukan evaluasi, pemberian argumentasi, dan analisis diambil 

kesimpulan untuk menjawab permasalahan penelitian ini. [17] 
 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Perlindungan Hukum bagi Tenaga Perekam Medis dan Informasi Kesehatan dalam Pengelolaan Rekam Medis 

Elektronik 

Sebelum pembahasan mengenai perlindungan hukum tenaga perekam medis dan informasi kesehatan perlu diketahui 

hubungan antarpasien dengan profesi ini serta tanggung jawabnya dalam mengelola informasi yang terkandung dalam rekam 

medis elektronik. Hubungan antara tenaga perekam medis dan informasi kesehatan dengan pasien tidak seerat antarpasien 

dengan dokter yang merawat pasien tersebut. Hubungan dokter dengan pasien terdapat perikatan sebuah perjanjian terapeutik 

yang dijalankan [18] Sedangkan profesi perekam medis terkait dengan etik profesi dan sumpah yang telah dilakukannya. Pasal  

1,2,3 Kode Etik Tenaga Perekam Medis dan Informasi Kesehatan menegaskan bahwa sebagai salah satu profesi di bidang 

kesehatan yang memiliki kewajiban untuk menyimpan, menjaga, dan menjunjung tinggi doktrin kerahasiaan hak atas 

informasi rekam medis pasien serta bertanggung jawab atas segala tindakan profesi yang dilakukan baik kepada sejawat tenaga 

kesehatan, pasien, maupun masyarakat. Selain itu, kewajiban sebagai tenaga perekam medis dan informasi kesehatan 

dipertegas di dalam sumpah profesinya yang berisikan kewajiban tidak menyebarluaskan informasi rekam medis kepada 

siapapun serta menjaga segala kerahasiaannya [19]. Walaupun keterikatan profesi perekam medis dan informasi kesehatan 

dengan pasien tidaklah begitu erat. Akan tetapi, implikasi yang dirasakan pasien juga signifikan apabila terjadi kebocoran 

informasi rekam medis yang dimilikinya. 

Keamanan informasi rahasia medis dalam aspek hukum sangatlah penting untuk dijaga oleh profesi perekam medis 

dan informasi kesehatan. Tersebarnya informasi tersebut bisa mengakibatkan kerugian baik secara finasial maupun non 

finacial yang berdampak langsung dan tidak langsung baik dari keluarga maupun masyarakat sekitar sehingga memperparah 

kondisi pasien atas penyakit yang dideritanya bahkan berujung kematian pasien [20]. Pasal 1366 KUHPerdata menyatakan 

bahwa setiap orang bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh tindakan, tetapi juga karena kelalaian atau 

kesalahannya. 
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Berdasarkan teorihukumpidanaterdapat dua jenis kesalahan yang dilakukan yaitu kesengajaan dan kelalaian/ kealpaan. 

Kesengajaan merupakan suatu niat yang sudah dikehendaki untuk dilakukan, sedangkan kelalaian/ kealpaan merupakan 

kesengajaan atau kebetulan. Dalam kelalaian juga dapat dipandang sebagai hal yang dapat sadari atau tidak disadari, kesadaran 

dalam  kelalaian  mengartikan  bahwa orang tersebut antara kesadarannya dengan tindakan yang dilakukan dapat dibuktikan, 

sedangkan kesadaran yang tidak disadari dapat diartikan bahwa seseorang dalam tindakannya tidak memprediksi 

kemungkinan hal yang timbul dari tindakan tersebut [21]. secara implisit berdasarkan Undang – Undang Nomor 27 Tahun 

2022 tentang Perlindungan data pribadi bahwa tenaga perekam medis dan informasi kesehatan wajib mengedepankan asas 

kerahasiaan dan asas pertanggungjawaban bahwa informasi pribadi yang bersifat rahasia (informasi medis) wajib dilindungi 

dari pihak yang tidak berhak dan bertindak secara bertanggungjawab dalam pemrosesan atau pengawasan informasi tersebut. 

Tentunya tanggungjawab tersebut menimbulkan resiko tuntutan dalam pekerjaannya sebagai sebuah profesi. Maka dari itulah 

diperlukan sebuah jaminan perlindungan hukum bagi tenaga perekam medis dan informasi kesehatan. 

Jaminan perlindungan hukum untuk setiap warga negara telah di atur dalam pasal 28D, pasal 28I UUD Republik 

Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum oleh 

negara. Hal ini merupakan implementasi dari tanggungjawab negara dalam pemenuhan hak asasi manusia. Jaminan kepastian 

hukum kepada setiap warga merupakan hakikat dari hukum itu sendiri. Hukum dalam pelaksanaannya berusaha untuk dapat 

memberikan perlindungan dari keperluan seseorang dengan memberikan otoritas padanya untuk bertindak dalam 

keperluannya sendiri yang disebut sebagai perlindungan hukum [22]. Perlindungan hukum dapat diartikan bahwa suatu 

kepastian atas perlindungan yang diberikan oleh hukum atas dasar kepentingan dan otoritas yang diberikan kepadanya. 

Terdapat beberapa bantuan hukum yang dapat diperoleh tenaga kesehatan meliputi negara, pemerintah, keluarga, wali 

maupun lembaga mediasi [23]. Pemerintah telah memberikan perlindungan hukum kepada tenaga perekam medis dan 

informasi kesehatan sebagai subjek hukum. Terdapat 2 sifat perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah yaitu secara 

preventif dan represif [24]. Perlindungan hukum preventif pada dasarnya adalah perlindungan hukum yang berfungsi sebagai 

pencegahan, atau dengan kata lain, bentuk perlindungan ini terdiri dari undang-undang yang melarang pelanggaran dan 

membatasi pemenuhan kewajiban [25]. Dalam hal perlindungan hukum secara preventif bagi tenaga perekam medis 

sebagaimana tertuang didalam Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pada Pasal 308 dimana tenaga 

kesehatan yang diduga melakukan tindakan melawan hukum sebelum dilakukan penyidikan, penyidik harus memintakan surat 

rekomendasi yang dikeluarkan dari majelis. Rekomendasi yang dikeluarkan hanya berhubungan dengan dugaan pelanggaran 

yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan rekomendasi ini yang menentukan proses penyidikan dapat dilakukan atau 

tidak. Akan tetapi, di dalam Pasal 310 ketika terjadinya sengketa atau tindakan melawan hukum penyelesaian sengketa dapat 

dilakukan dengan melalui alternatif penyelesaian diluar pengadilan (resorative justice). Maka dengan berlakunya Undang – 

Undang Kesehatan ini telah memberikan jaminan kepastian hukum bagi tenaga perekam medis dan informasi kesehatan dalam 

melaksankan tanggungjawabnya. 

Teori pertanggungjawaban hukum perusahaan atau corporate liability rumah sakit sebagai fasilitas pelayanan 

kesehatan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas sumber daya manusia atau personalia yang bekerja dan menyebabkan 

kerugian bagi pasien [26]. Berdasarkan Pasal 1367 Ayat 1 KUHPerdata ditegaskan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung 

jawab atas tindakan yang dilakukannya sendiri, tetapi juga bertanggung jawab atas perbuatan orang yang bertanggung jawab 

atasnya atau barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Hal inipun sejalan dengan ketentuan dimana fasilitas 

pelayanan kesehatan bertanggungjawab secara hukum atas  kelalian  yang  disebabkan  oleh tenaga kesehatannya menurut 

Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 193. 

Terdapat pandangan lain dalam perlindungan hukum secara preventif dimana tenaga perekam medis dan informasi 

kesehatan sebagai subyek hukum dapat mengajukan penyangkalan sebelum keputusan pengadilan itu sudah dijatuhkan, 

artinya dapat diberikan kebebasan seseorang dan kehati-hatian melakukan penyangkalan atau pembelaan diri berdasarkan 

fakta – fakta yang ada sebelum putusan tersebut diberikan. Tujuan dari perlindungan ini untuk memberikan perlindungan 

secara preventif artinya perlindungan sebelum terjadinya suatu perkara pengadilan. 

Perlindungan secara represif yaitu upaya pemerintah untuk tetap mementingkan hak-hak setiap orang dan memberikan 

sanksi akibat tindakan yang telah dilakukannya. Perlindungan hukum diberikan setelah perkara sudah terjadi. Dalam 

perlindungan hukum represif perlunya pembuktian bahwa telah dilakukan pelanggaran etik profesi oleh tenaga perekam medis 

berupa penyebaran atau pelanggaran kerahasiaan informasi rekam medis yang menyebabkan adanya tuntunan penggantian 

kerugian oleh pasien. Tujuan perlindungan hukum meliputi (a) Kepastian pemenuhan hak setiap warga, (b) Menangkal 

pristiwa yang  dapat  merugikan  hak  warga, (c) Menjamin adanya pengembalian atas kerugian yang dialami, dan (d) 

Mengakhiri tindakan pelanggaran yang dilakukan (Syafitri, 2021). Pemerintah telah memberikan jaminan kepastian hukum 
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bagi profesi perekam medis dan informasi kesehatan tentunya dengan tujuan untuk memperoleh perlakuan yang sama di 

hadapan hukum dan kejelasan hukum. 

Kepastian hukum tenaga perekam medis dan informasi kesehatan dalam pekerjaan sebagai sebuah profesi termuat pada 

Pasal 17 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 dan Pasal 189 Ayat 1 huruf s UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang 

Kesehatan telah di tegaskan bahwa selama tenaga perekam medis dan informasi kesehatan menjalani tugas sesuai 

kompetensinya memperoleh perlindungan hukum dan jaminan terhadap resiko kerja selama telah sesuai dengan standar 

profesinya dan SOP yang telah di tetapkan di rumah sakit. Hal ini menunjukkan bahwa hukum telah menjamin dengan 

memberikan kepastian dan perlindungannya bagi tenaga perekam medis dan informasi kesehatan untuk mengelola layanan 

rekam medis elektronik di fasilitas kesehatan. Selama bekerja sesuai dengan kompetensi secara professional dan tidak 

memiliki niat untuk sengaja melalukukan tindakan melawan hukum. Walaupun haknya telah dijamin memiliki kepastian 

hukum, akan tetapi tidak ada jaminan sejauhmana hukum tersebut dapat memberikan perlindungan kepada tenaga perekam 

medis dan informasi kesehatan dalam pengelolaan rekam medis elektroniknya. Oleh karena itu, aspek pembuktian hukum 

menjadi peranan penting dalam kasus perkara pengadilan. 

Aspek pembuktian hukum merupakan upaya dalam menjelaskan alat bukti dari masing-masing pihak yang berperkara 

sehingga hakim dapat memberikan keputusan hukum yang digunakan dan membuat keputusan apa yang benar dan salah 

tentang pihak yang terlibat. Asas pembuktian juga bertujuan untuk menunjukkan kebenaran yang relevan menurut hukum. 

Oleh karena itu, tenaga perekam medis dapat memperoleh haknya sesuai dengan perlindungan represif yaitu memberikan 

pembuktian-pembuktian dalam mempertahankan haknya mendapatkan perlindungan hukum di depan pengadilan. 

 

Implikasi Hukum kepada Tenaga Perekam Medis dan Informasi Kesehatan dalam Penyelenggaraan Rekam Medis 

Elektronik 

Implikasi merupakan suatu hasil dari sebuah tindakan atau keputusan yang diambil sehingga menghasilkan 

konsekuensi positif maupun negatif. Implikasi dalam hukum erat kaitannya dengan konsekuensi yang diperoleh seseorang 

atas  tindakan  yang  dilakukannya. 

Apabila terbukti melakukan kesalahan dalam pengelolaannya, maka tenaga perekam medis dan informasi kesehatan 

dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum [27]. Terdapat beberapa implikasi hukum berupa sanksi administratif sampai 

dengan sanksi pidana yang kemungkinan diperoleh seorang petugas perekam medis dan informasi kesehatan apabila terbukti 

melanggar etika profesi dalam mengelola layanan rekam medis elektronik. 

Sanksi administratf yang tertuang pada Pasal 306 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 

menerangkan bahwa tenaga kesehatan dalam hal ini tenaga perekam medis dan informasi kesehatan terbukti telah melakukan 

pelanggaran kode etik profesi berdasarkan hasil rekomendasi dari majelis dapat dikenakan sanksi disiplin berupa peringatan 

tertulis dengan menonaktifkan Surat Tanda Registrasi (STR) dan mencabut Surat Ijin Praktek (SIP). Dijelaskan kembali pada 

Pasal 21 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis bahwa 

tenaga perekam medis dan informasi kesehatan dapat dikenakan sanksi administratif apabila tidak memenuhi ketentuan yang 

dimaksud dalam peraturan tersebut. 

Sanksi hukum pidana dapat diberikan kepada profesi perekam medis dan informasi kesehatan dapat apabila melakukan 

pelanggaran pada pasal 32 ayat 1 dan 3 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 

Dalam pasal ini diterangkan jika seseorang dengan sengaja maupun tanpa hak telah melawan hukum dengan cara mengubah, 

menambahkan, mengurangi, melakukan transmisi, menghilangkan, memindahkan, merusak, serta men- yembunyikan suatu 

informasi dan dokumen elektronik milik orang lain atau publik yang mengakibatkan terbukanya informasi yang bersifat 

rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dapat dikenakan sanksi. Pada pasal 48 Undang-Undang tersebut dapat  diberikan  

hukuman  pidana 8-10 tahun dengan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 – Rp.5.000.000.000,00.” Berdasarkan Pasal 

27 UU Nomor 27 Tahun 2022 peraturan tersebut dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian 

sementara, penghapusan dan denda administratif. Selain itu, pada pasal 67 ayat (3) disebutkan bila seseorang dengan sengaja 

bertindak melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 

(lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Berdasarkan Pasal 79 UU Nomor 29 

Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran bahwa apabila melanggar ketentuan yang dimaksud dalam pasal 51 huruf c tenaga 

kesehatan dapat  dikenakan  pidana dengan kurangan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 

(lima puluh juta rupiah). Dimana pasal ini juga menjabarkan pula kewajiabn seorang tenaga kesehatan untuk dapat 

merahasiakan segala sesuatu tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia. Jika dilihat dari Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana Pasal 322 dimana dijelaskan bahwa seseorang yang dengan sengaja telah terbukti membuka rahasia 
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yang wajib dijaganya sehubungan dengan pekerjaan atau profesinya baik saat ini maupun terdahulu dapat diancam dengan 

pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah. 

Implikasi hukum dapat dimiliki oleh seorang tenaga perekam medis dan informasi kesehatan dalam pelaksanaan 

kewenangannya. Implikasi ini dapat muncul dari tindakan yang dilakukan sengaja maupun tidak sengaja telah melanggar 

etika profesi. Penerapan sanksi  akibat  implikasi  hukum ini dapat dilakukan apabila telah mempertimbangkan asas praduga 

tidak bersalah dimana dalam menjalankan keprofesiannya seorang tenaga perekam medis dan informasi kesehatan tidak dapat 

dikenakan sanksi/bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan akibat kebocoran informasi rekam 

medis pasien [28]. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pemberian  sanksi  kepada  petugas perekam medis dan informasi 

kesehatan diperlukan aspek pembuktian untuk menunjukkan keabsahan suatu tindakan hukum. 

IV. SIMPULAN 
Perlindungan hukum profesi perekam medis dan informasi kesehatan untuk mengelola rekam medis elektronik telah 

dijamin dan memiliki kepastian hukum oleh negara. Jaminan kepastian hukum bagi profesi ini telah diamanatkan dalam 

konstitusi negara bahwa setiap warga negara wajib mendapatkan perlindungan hukum dan dipertegas kembali pada peraturan 

Menteri Kesehatan tentang Tenaga Kesehatan dan Penyelenggara Pekerjaan Perekam Medis. Tenaga perekam medis dan 

informasi kesehatan dalam melaksanaan kewenangannya untuk mengelola rekam medis elektronik memiliki implikasi hukum. 

Implikasi tersebut berupakan sanksi hukum yang diperolah akibat adanya upaya pelanggaran baik yang disengaja maupun 

tidak sengaja sehingga mengakibatkan adanya kerugian bagi rumah sakit maupun pasien. Sanksi yang akan diterima oleh 

tenaga perekam medis dan informasi kesehatan meliputi sanksi administratif sampai sanksi pidana. 
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